PROVINSI
JAWA TIMUR

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor:120/ OS5 /117.4/2017
Nomor: 3% /V/2017/BNNP-JATIM

TENTANG
KERJASAMA PEMBERDAYAAN KADER PEMUDA ANT]I NARKOBA DI JAWA TIMUR

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas di Surabaya, Kami
yang bertandatangan di bawabh ini:

1. Nama :  Drs. Supratomo, M.Si

Jabatan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Kayon No. 56 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :  Drs. Fatkhur Rahman, S.H., M.M. ]
Jabatan . Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur
Alamat . JI. Ngagel Madya V / No. 22 Surabaya

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai PARA PIHAK,; terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Jawa Timur;
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h.

PIHAK KEDUA merupakan Lembaga pemerintah yang memiliki tugas antara lain
menyusun - dan - melaksanakan  kebifakan naslonal mengenal Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (PAGN) guna ikut
mewujudkan Jawa Thimur bersth narkoba:

PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan kerja sama dalam rangka
pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN) guna tkut mewujudkan Jawa Timur bersih narkoba.

Selanjutnya PARA PIHAK mempertimbangkan hal-hal sebagai berfkut:

.

b.

d.

C.

h.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, tambahan lembaran
hegara Republik Indonesia Nomor 5067);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, tambahan lembaran
negara Republik indonesia Nomor 5062);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan

Strategi Naslonal Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkoba;

Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pecegahan penyalahgunaan
Narkotika;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Perda Provinsi Jawa Timur No. 13 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pencegahan dan
penyalahgunaan Narkoba;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi
Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja
sama Pemberdayaan Kader Pemuda Anti Narkoba dalam rangka Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba melalui Perjanjian
Kerjasama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:




BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud Perjanjlan Kerjasama inl adalah sebagal landasan kerja sama bagl PARA

PIHAK dl bidang Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di wilayah
lawa Timur;

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama inl adalah terjalinnya kerja sama dan sincrgitas PARA
| PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama Pemberdayaan Kader Pemuda Antl
| Narkoba dalam pelaksanaan upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkoba dengan memaksimalisasi peran masing-masing

lembaga melalui kegiatan komunikasi, Informasl dan edukasi demi terwujudnya
rakyat hidup sehat dan Indonesla bersih narkoba.

BAB Il
| RUANG LINGKUP
Pasal 2

| Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

| a. Menyediakan fasilitas:

b. Menyiapkan tenaga kader penyuluh Anti Narkoba;
| ¢. Menyelenggarakan Pelatihan dan Penyuluhan;

d. Menyelenggarakan tes Urine berkala secara mandiri;

e. Membuat Laporan Kegiatan secara berkala Kepada Badan Narkotika Nasional
Provinsi Jawa Timur;

BAB 111
| TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
| Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Memaksimalkan fungsi yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan tugas pokok;

b. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan
Narkoba bagi pemuda di wilayah Jawa Timur:

¢c. Mendorong efektifitas pelaksanaan program P4GN di wilayah Jawa Timur.




(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan Gnggung jawzb:

a. Menywpian mateni dan narasumber calam rangka sosialisasi dan advolazsi
tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayzh Jawa Timur;

b Menylapkan maten dan narasumber dalam rangka pelaisanaan sosialisas)
pelayanan rehabilitas: bagi pecandu dan korban penyalabgunaan narkoba &
wilayah Jawa Timur,

c. Melaksanakan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba (P4GN) i wilayzh Jawa Timur.

BABIV
PELAKSANAAN
Pasal 4

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dituangian dalam petunjuk pelaksanaan
atau rencana aksi tersendin yang disusun bersama oleh PARA PIHAK

BABYV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Perjanjian Kerjasama ini beriaku pada t=ngzzl ditandatangani oleh para pihak dan akan
berakhir 3 (tiga) whun sejak tangszl ditandatangani dan dapat diperpanjang atas
persetujuan PARA PIHAK

BAB V1
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biayva vang tmbul berkenzan dengan pelaksanzan Perjanjian Kerjasama ini
dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing,

BAB VIl
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluzsi terhadap pelaksanazan Perjanjian
Kerjasama secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) t2hun.
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BAB ViII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama Ini akan diatur berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulls dalam suatu perubahan

(addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama
Ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

(1) Perjanjian Xerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di
atas kertas bermatarei cukup oleh PARA PIHAK, masing - masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan mengikat;

(2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA
PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Narkqgtika Nasional Kepala Dj»: mudaan dan Olahraga
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